




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPllBLIK INDONESIA

RESUME HAS1L PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN

TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) telah memeriksa
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor
4.A/T/LHP/DJPKN-VI.BJM/PPD.01/5/2026 tanggal 22 Mei 2026.
Untuk mcmperoleh keyakinan yang mcmadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari
salah saji material. BPK melakukan pcngujian atas efektivitas sistem pengendalian intern
dan kepatuhan terhadap ketentuan pcraturan perundang-undangan yang berpengaruh
langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan
BPK tidak dirancang khusus untuk mcnyatakan pcndapat atas efektivitas sistem
pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu. BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.
BPK mcnemukan adanya kclcmahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai
berikut.

1. Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan belum melakukan penarikan atas retribusi
pelayanan persampahan sesuai golongan tarif. schingga Pemerintah Kabupaten Barito
Kuala kchilangan kesempatan mcmperoleh pendapatan retribusi pelayanan
persampahan yang tidak dipungut.

2. Pclaksanaan Pengadaan 21 Paket Pckerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada dua Satuan
Kerja Perangkat Dacrah kckurangan volume pekerjaan schingga terjadi kelebihan bayar
sebesar Rp1.18 miliar dan barn disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten
Barito Kuala sebesar Rp136.62 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut. BPK mcrekomendasikan kepada Bupati
Barito Kuala antara lain agar:

1. Mcnginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk memcrintahkan Kcpala
Bidang Pengelolaan Sampah supaya melakukan pendataan wajib retribusi pelayanan
kebersihan secara menyeluruh antara lain dengan mempertimbangkan namun tidak
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terbatas data dari Perusahaan Daerah Air Minum Barilo Kuala dan Dinas Koperasi
Pcrindustrian dan Perdagangan; dan

2. Menginstruksikan Kcpala Dinas Pekeijaan Unium dan Pcnataan Ruang untuk
memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Rekening Kas
Umum Daerah sebesar Rp172,34 juta dan potensi kelebihan pembayaran dengan
memperhitungkan pada pembayaran tennin berikutnya sebesar Rp867,82 juta.

Kelcmahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 22 Mei 2026
BADAN PE1V1ER1 KSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Penanggung Jawah Pejneriksaan,

Andriyanto, S.E., Ak., M.A.B
CFrA, GRCA, GRCP, CA, ACPA, ERMAP, CSFA. ty

Register Negara Akuntan Nomor 14655
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